KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG

JABATAN DAN PENUGASAN PADA SUB BAGIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi
kepegawaian dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang
ditetapkan jabatannya dan ditugaskan pada sub bagian
di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat, berdasarkan Keputusan
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor
2244 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan Struktural,
Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekrtariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

Barat tentang Jabatan dan Penugasan pada Sub Bagian



Mengingat

bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun

2026;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6863);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor
1047);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG JABATAN DAN
PENUGASAN PADA SUB BAGIAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN
2026.

Menetapkan Jabatan dan Penugasan pada Sub Bagian
bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun
2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 08
Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
Barat Nomor 66 Tahun 2025 tentang Jabatan dan
Penugasan pada Sub Bagian bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat Tahun 2025 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;

2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat



Jendral KPU RI di Jakarta;
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;

4. Arsip.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang

bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

—\p

Hajra Ahmad

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 08 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

Michael Mote



LAMPIRAN KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG JABATAN DAN PENUGASAN PADA SUB BAGIAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN DAN SUB BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

TAHUN 2026
: [PANGKAT / GOL.| AERE] R KELAS
» e bt RUANG S i R JABATAN

2 3 4 5 6 7

ROSANA BALLU 197808272009122000 |PenataMuda Tk Il oo ) ah Teknis Kebijakan Perencanasy), Deta. dan 7
[11/b Informasi

ANDRE WILLIAM MUABUAY 199210172019031006 Penata Muda Tk. Penata Kelola S1s‘tem dan Perencanaan, Dz.ata dan 7
II/b Informasi Informasi

MUHAMMAD SULTON MUTTAQIN 199301012020121010 Penata Muda Tk. Penata Kelola Slgtem dan Perencanaan, Dgta dan =
I1/b Informasi Informasi

IRMA LESTARI AYOMI 199609222019032008 |Penata Muda Tk I} - o 1 oh Teknis Kebijakan Beretnan g, . San 7
III/b Informasi

ARIF GIANTOKO 198711232019031010 |FePata MudaTie. 1l - o ) ok Teknis Kebijakan BYUSHSEmAE, DA 7
II/b Informasi

ELISA KAMBUAYA 197601302009121001 | Pembina IV/a Posen Heiia, Suters 5o Fexenpanang B g 7
Informasi Informasi

Partisipasi, Hubungan
Penata Muda Tk. . )

KEMAL YAHYA 199605052020121010 | & am;lb & T Penelaah Teknis Kebijakan | Masyarakat dan Sumber Daya 7

Manusia




7 Z PANGKAT / GOL. KELAS
- Ry i RUANG - U8 RAan JABATAN
i 2 3 q 5 6 e
s Partisipasi, Hubungan
8 [SYAHRIL TESAR HEREMBA 199808202025061004 |Penata Muda 111 /a| F Ma%# Kiﬂﬁ‘ E::;ﬁl:n UMM saialnt dais Simber Dy 8
Manusia
- Partisipasi, Hubungan
9 |RANGGA 199304122025061002 |Penata Muda el Tt Kelola Pemdlihan Uniom| .o ooat dan Sumber Daga 8
Ahli Pertama ;
Manusia
Penata Kelola Pemilihan Umum Partisipast, Hnbungen
10 IMUHAMMAD DZAKY PUTRA SANI 200010272025061011 |Penata Muda IlI/a Ahli Pertama Masyarakat dan Sumber Daya 8
Manusia
11 |DWI HERDIANY 199304092020122012 pe"gsl‘l“/‘g Bel | bengelilalayanen Peagadasn Umum dan Logistik 6
12 |BRYAN ADE BANDASO 200010112025061009 |Penata Muda Ilja| | chatd Ifslf‘;ir:;tem dan Umum dan Logistik 8
13 |HANDY STENLY SALAMAHU 195 TS IAZ0ZE06I0T | Penate Muda I o] TRl Kelsla Fenithan Ussum Umum dan Logistik 8
Ahli Pertama
14 |YULISTIN DEVITASARI BENYAMIN 199507202020122008 Pe“atal?f}fa Tel penclndh Teknis Kebijalkan Keuangan 7
P Muda Tk. . )
15 |PUTRI RAYUSTICA 199207172019032011 e“atam;fa X benelash Telkmin Kebijaken Keuangan 7
16 |DESSY ARY SANDY 199510262025062004 |Penata Muda 111 /a| T cnata Kelola Pemilihan Umum Keuangan 8
Ahli Pertama
17 |IRENE SINTYAH AYAMISEBA 199312082025062002 |Penata Muda I11/a| " c1ata Kelola Pemilihan Umum Keuangan 8

Ahli Pertama




: AR PANGKAT / GOL. - KELAS
No NAMA NIP SRIANG JABATAN SUB BAGIAN IAATAR
1 2 3 4 5 6 7
18 |DEWI SARTIKA TENRIAJENG 199301142020122010 Pe“a‘al?f;’ga T X penelaah Teknis Kebijakan | Teknis Penyelenggara Pemilu 7
19 |KRISTOFEL MAIKEL AJOI 199003182020121003 pe“atalﬁlfsa Te- 1 peneclaah Teknis Kebijakan | Teknis Penyelenggara Pemilu T
20 |ROBISON ONICIUS JEUJANAN rigkeseRiTIeE  [Toreededa T ) Penyumun. Maket Hulumdan Hukum 7
111/b Perundang-Undangan
21 |BRYAN ROBERTTHO OKTA HINDOM |198810022019031000 | Fenata Muda Tk. I} Penyusun Materi Hukum dan Hukum 7
II/b Perundang-Undangan
Pengatur Tingkat I .
22 |GIFARI RIZKI PRATAMA 199610062019031001 1/d Pengelola Layanan Operasional Hukum 6
Pengatur Tingkat I :
23 |SITI AISYAH NUGROHO 199603252019032006 1/d Pengelola Layanan Operasional Hukum 6
24 |YOHANIS HEATUBUN 199104292025061006 | Penata Muda 11l/a| Tcryusun Materi Hukum dan Hukum 8
Perundang-Undangan
Shlinga fedulll dengen. A Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPALA BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU dan HUKUM,

Hajra Ahmad

Provinsi Papua Barat,
ttd.

Michael Mote




